
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

SEKRETARIAT  DAERAH 
Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Telp. (0742) 21192 Fax. 322620 

KUALA TUNGKAL 

 
 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG 
NOMOR : 17 /UMUM/2022 

  

TENTANG 
TENAGA SOPIR PADA SEKRETARIAT DAERAH  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemeliharaan rutin/ 
berkala kendaraan dinas/ operasional dan kelancaran 

mobilitas orang maupun  barang pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menunjuk Tenaga 
sopir untuk kegiatan dimaksud; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris 

Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 
tentang Tenaga Sopir pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022;  
 

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2755);  

 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) 

sebagaimana telah diubah sebagai Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3969); 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398);     



 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);   
 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 
2021 Nomor 5);  

 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 

13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 

2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Tahun 2021 Nomor 13);     

 

9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 

2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 
2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 

2021 Nomor 33).     
 

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun Anggaran 2022.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 
 

KESATU : Menunjuk Tenaga Sopir pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut : 

   

No Nama 
Tempat/ 

Tanggal Lahir 

Pendi 

dikan 
Tugas 

Ketera 

ngan 

I Sopir Kepala Daerah 

- M. Ridwan 
Pembengis,  

20-05-1976 
SMA Sopir Bupati 

Non 

PNS 

II Sopir Wakil Kepala Daerah 

- Awiwin, S.AP 
Sei. Undan,  
18 Agustus 1980 

S1 
Sopir Wakil 
Bupati 

Non 
PNS 

III Sopir Sekda 

- Musnaini 
Pulau Senggeris,  

02 -01-1984 
SMA Sopir Sekda 

Non 

PNS 

IV Sopir Pejabat Eselon II 

1 
M. Indra 

Saputra 

Ka.Tungkal, 

04-08-1982 

SMA 
Sopir Asisten I 

Non 

PNS 

2 Tri Suparno 
Jambi,  
26 Desember 1994 

SMA Sopir Asisten II 
Non 
PNS 

3 
Taufik  

Hidayat, SH 

Kuala Tungkal,  

15-5-1986 
S1 Sopir Asisten III 

Non 

PNS 

4 
Muhammad 

Ridwan 

Kuala Tungkal,  

04-08-1996 
SMA 

Sopir Staf Ahli 

Bidang Ekbang 

Non 

PNS 

5 M. Ishak 
Kuala Tungkal,  
11-09-1997 

SMA 
Sopir Staf Ahli 
Bidang Hukum 

dan Politik 

Non 
PNS 

6 Dwiyanto 
Wonogiri,  

25-03-1987 
STM 

Sopir Staf Ahli 
Bidang 

Pemerintahan  

Non 

PNS 

V Sopir Kendaraan Operasional 

1 Rizki Satria  
Rantau Rasau,  

22-01-1994 
SMA Sopir Pool 

Non 

PNS 

2 
Charian 
Saputra 

Jambi, 12-10-
1997 

SMP Sopir Pool 
Non 
PNS 

3 Juliadi, S.Sos 

Mendahara 

Tengah, 
18-07-1993 

S1 Sopir Pool 
Non 
PNS 

4 Hayrudi 
Ka. Tungkal,  

27-08-1995 
SMA Sopir Pool 

Non 

PNS 

5 Fadli  
Tanjung Senjulang,  

09-11-1989 
SMA Sopir Pool 

Non 

PNS 

6 
A. Fahrullah 
Adi Putro 

Ka.Tungkal, 

15-05-1977 
SMA Sopir Pool 

Non 
PNS 

VI Sopir Mobil Bus 

1 Heriyanto 
Jambi, 01-02-

1990 

SMA 
Sopir Bus 

Non 

PNS 

2 
Riski 

Ramadhan S 

Jambi, 21-07-

1981 
SMA Sopir Bus 

Non 

PNS 

3 Ahmad Ansori 
Ka. Tungkal,  
27-08-1995 

SMA Sopir Bus Non 
PNS 

4 Mustolih 
Kebumen,  

09-12-1982 
SMP Sopir Bus 

Non 

PNS 

VII Sopir Truck     

- Wasito Nurhaji 
Ka. Tungkal,  

08-08-1985 

SMA 
Sopir Truck 

Non 

PNS 

 
 
 

 
 



 
KEDUA : Tenaga Sopir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 

mempunyai tugas  sebagai berikut :  

a. melakukan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ 
operasional; 

b. melakukan mobilitas orang maupun barang sesuai dengan 
penugasannya dengan mematuhi peraturan perundang-

undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
c. melaksanakan kegiatan kedinasan lain  yang diperintahkan 

oleh atasan dengan penuh rasa tanggung jawab; dan 

d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui 

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat.       

 

KETIGA : Surat Keputusan ini berakhir apabila :  

a. diputuskan secara sepihak oleh Sekretaris Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran berdasarkan 

pertimbangan kinerja dan disiplin serta pertimbangan lainnya; 
b. berakhirnya batas waktu yang telah ditetapkan dalam 

keputusan ini; 
c. yang bersangkutan berhalangan tetap; 
d. yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang 

berlaku dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat; dan 

e. yang bersangkutan mengundurkan diri.   
 

KEEMPAT : Kepada Tenaga Sopir sebagaimana dimaksud pada Diktum 

KESATU diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang 
setiap bulannya sebesar sebagai berikut : 

 

a. Sopir Kepala Daerah : Rp. 2.600.000,- 

b. Sopir Wakil Kepala Daerah : Rp. 2.500.000,- 
c. Sopir Sekretaris Daerah : Rp. 2.500.000,- 

d. Sopir Pejabat Eselon II : Rp. 1.500.000,- 
e. Sopir Kendaraan Operasional : Rp. 1.500.000,- 

f. Sopir Mobil Bus : Rp. 1.500.000,- 
g. Sopir Truck : Rp. 1.500.000,- 

 

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022, Bagian 

Umum Sekretariat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Kode 
Rekening 4.01.01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033 (Belanja Jasa Tenaga 
Sopir).  

  
KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 

Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. 
 

Di tetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal , 24 Januari 2022                   
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ 
PENGGUNA BARANG, 

 
ttd 

 
AGUS SANUSI 

 


